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BAB I. PEDAHULUA  A. Latar Belakang Masalah Pertumbuhan dan perkembangan kota saat ini semakin pesat, pertumbuhan penduduk dengan kebutuhannya yang semakin bertambah, kemajuan teknologi, komunikasi serta meningkatnya kegiatan perekonomian. Di satu sisi memberikan manfaat bagi tumbuhnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor tetapi disisi lain laju pertumbuhan kota berdampak kerusakan lingkungan. Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam perkembangan pembangunan kota dari permasalahan degradasi kualitas lingkungan, salah satunya adalah konsep kota hijau (green city) yang merupakan konsep pengembangan kota selaras dengan alam dan sebagai pengembangan menuju kota yang berkelanjutan. Konsep green city  atau kota hijau muncul pertama kali dalam pertemuan PBB yang dihadiri lebih dari 100 walikota dan gubernur di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2005. Pertemuan tersebut, diantaranya melahirkan kesepakatan bersama mewujudkan pengembangan kota dengan konsep kota hijau. Melalui program lingkungan PBB (United ations Environment Programme) dan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization, WMO) membentuk The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 1988 untuk meneliti dan menganalisa isu-isu ilmu pengetahuan yang muncul. Sejak 1990 setiap lima atau enam tahun IPCC telah mengeluarkan laporan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan melalui pengamatan dan prediksi untuk mengetahui kecenderungannya di masa depan. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Kelompok Kerja-1 bulan September 2013 terkait dengan penyusunan Assesment Report ke-5 (AR5), mengemukakan kenaikan suhu permukaan bumi di wilayah Asia Tenggara pada abad ini berkisar antara 0,4-1oC dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5-2oC pada periode 30 tahun mendatang. Perubahan suhu sebagai akibat terjadinya akumulasi Gas Rumah Kaca di atmosfer dari kegiatan dalam pembangunan yang mengakibatkan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer semakin bertambah. Keberadaan Gas Rumah Kaca di atmosfer menyebabkan radiasi gelombang panjang sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Kenaikan suhu 
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bumi meningkatkan ancaman terhadap risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, penurunan keragaman hayati, kenaikan muka air laut serta kesehatan manusia. Perubahan iklim telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebagai komponen yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan (http://proklim.menlhk.go.id). Pemerintah Indonesia dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Dilakukan pendekatan partisipatif pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK di seluruh wilayah Indonesia (Bapennas,2011:1 dalam Rahayu,2106). Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai upaya tindak lanjut RAN-GRK dan RAD-GRK merupakan program berbasis masyarakat dengan lingkup nasional yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak melaksanakan aksi lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan upaya pengurangan emisi gas ruang kaca. Melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi yang melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Program Kampung Iklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim. Pelaksanaan Program Kampung Iklim dapat dikembangkan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.  Sebagai salah satu kota besar di Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta menjadi daerah pelayanan bagi kawasan sekitarnya meliputi Kota Boyolali, Kota Sukoharjo, Kota Karanganyar, Kota Sragen dan Kota Klaten. Kota Surakarta mempunyai luas 4.404,06 hektar dan secara geografis terletak pada 110º45’15” - 110º45’35” Bujur Timur dan 07º36’00”- 07º56’00” Lintang Selatan. Batas-batas administrasi Kota Surakarta adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Kota Karanganyar , sebelah Timur berbatasan dengan Kota Karanganyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota 
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Sukoharjo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Boyolali. Berdasarkan posisi strategis tersebut Kota Surakarta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah bagian Selatan. Pertumbuhan pembangunan Kota Surakarta tersebut juga didukung oleh potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, industri dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan kota juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga seluruh potensi kota dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung kota dan tetap memperhatikan kelestarian fungsi maupun keseimbangan lingkungan hidup, hal tersebut sesuai dengan visi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 2011-2031 pada Peraturan Daerah No.1 tahun 2012. Kota Surakarta dalam program pembangunan yang mengakomodasi permasalahan lingkungan telah dilaksanakan dengan membenahi kualitas kota antara lain program Kota Dalam Kebun dan Kota Langit Biru. Selain itu kota Surakarta merupakan salah satu dari 20 kota di Indonesia yang sepakat dan berkomitmen sebagai kota hijau (green city) dengan menandatangani piagam “Komitmen Kota Hijau” pada tanggal 7 Nopember 2011 (Kementrian PU,2012). Pencapaian yang sudah dilakukan Kota Surakarta untuk menjadi kota hijau antara lain adalah pembuatan Masterplan Ruang Terbuka di Kota Surakarta 2012, Rencana Aksi Kota Hijau 2013-2017 dan sebagainya. Pemerintah Kota Surakarta dalam pembangunan dengan pertimbangan pelestarian lingkungan hidup diwujudkan dalam program yang telah dilaksanakan diantaranya adalah upaya perbaikan dan peningkatan jumlah ruang terbuka hijau publik, peningkatan  dan pembangunan infrastruktur fisik dan transportasi serta rumusan perangkat regulasi daerah tersebut berfungsi sebagai informasi, perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dengan spesifikasi perencanaan yang saling terintegrasi. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau 30% misalnya adalah dengan menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun atau dipreservasi, mengembangkan jalur hijau, melegalisasi rencana peraturan daerah yang berkaitan dengan kota hijau dan sebagainya. 
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Menurut Haeruman (2004:2) dalam Suciati (2016) dalam era otonomi sekarang ini diperlukan perubahan pola pikir pendekatan penataan ruang yang memandang masyarakat sebagai obyek peraturan yang homogen perlu diubah dengan memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Pendekatan baru dalam penataan ruang ini menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan wajah ruang di masa depan, standar kualitas ruang, dan aktivitas yang diinginkan atau dilarang pada suatu kawasan yang direncanakan. Dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan ruang yang telah dilakukan dan menjadi masukan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya sebagaimana diungkapkan Mardikanto (dalam Panggulu, 2012). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, masyarakat bukanlah sekedar obyek pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan, sehingga disini terdapat tanggung jawab bersama, kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan maupun terhadap lingkungan. Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya mewujudkan kota hijau perlu adanya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang pada akhirnya manfaat dan hasilnya seharusnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk dapat mengefektikan pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus memilki dukungan masyarakat salah satunya melalui program pembangunan berbasis masyarakat.  Kota Surakarta saat ini telah melaksanakan Program Kampung Iklim di 4 lokasi yaitu Sambirejo RW.009 Kadipiro, Sekip Rt.04 Rw.23 Kadipiro, Sondakan Rt.003 Rw.005 Laweyan, dan Kandangdoro Kestalan. Menurut Badan Lingkungan Hidup Kota 
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Surakarta dari keempat lokasi yang berhasil melakasanakan Program Kampung Iklim adalah Sambirejo RW.009 Kadipiro dan Sekip Rt.04 Rw.23 Kadipiro namun di Sondakan Rt.003 Rw.005 Laweyan, dan Kandangdoro Kestalan kurang berhasil meski sudah dilakukan sosialisasi dan insentif berupa sarana prasarana pendukung kegiatan Program Kampung Iklim. Kondisi lingkungan dan kemampuan masyarakat di Sambirejo saat diajukan sebagai Kampung Iklim cukup baik,  meskipun sama sebagai kampung yang berada di tengah perkotaan dengan Kampung Sekip.  Kampung Sekip RT.004 RW.023 Kadipiro Sebagai salah satu lokasi yang melaksanakan Program Kampung Iklim ini adalah sebuah kampung yang berada di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, kota Surakarta. Kampung yang terletak di bagian Utara kota ini bisa dikatakan cukup luas jangkauannya jika dibanding kampung-kampung lain yang ada di kota Surakarta. Awalnya kampung Sekip bergabung dengan kampung Clolo, namun karena terlalu luasnya cakupan wilayah maka kampung Clolo kini terbagi menjadi dua, yaitu kampung Clolo itu sendiri dan kampung Sekip. Seperti halnya kampung-kampung yang ada di tengah kota Kampung Sekip Kadipiro mengalami perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkan dari perkembangan pembangunan kota. Pada awalnya sekitar tahun 1970-an wilayah ini merupakan wilayah awal pertanian, dengan perkembangan pembangunan wailayah tersebut mulai banyak mengalami alih fungsi lahan. Kampung Sekip Rt.04 Rw.23 Kadipiro sebelumnya adalah kampung dengan permasalahan degradasi kualitas lingkungan seperti kurangnya penghijauan, tidak optimalnya prasarana lingkungan, berbagai permasalahan kesehatan yang diakibatkan lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kemampuan masyarakat, dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Munculnya bangunan gedung berlantai banyak, pertokoan, gudang, pabrik, masjid, pondok pesantren, gedung pendidikan ternyata secara tidak langsung berakibat pada semakin menipisnya lahan terbuka hijau yang ada di kampung ini.  Kampung Sekip Kadipiro dengan keterbatasan dan potensi yang dimilikinya berupaya memperbaiki kualitas lingkungannya melalui Program Kampung Iklim dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yaitu sebuah program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Kampung Sekip Kadipiro merupakan salah satu lokasi yang berhasil menjalankan Program Kampung Iklim.   
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Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Kampung Sekip Kadipiro diantaranya mendapatkan penghargaan nasional sertipikat Kampung Iklim dari Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup.   Kampung Iklim Sekip di dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan terdapat penerapan konsep kota hijau dalam pengelolaan lingkungan hidup, beberapa aspek konsep kota hijau yang diterapkan diantaranya pengelolaan energi, pengelolaan air, dan pengelolaan sampah, sehingga menurut Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dengan kelengkapan aspek kota hijau tersebut Program Kampung Iklim sebagai miniatur kota hijau.  B. Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut maka ditentukan rumusan masalah, “Bagaimana Kesesuaian Program Kampung Iklim Sekip RT.004 RW.023 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari dalam mendukung upaya mewujudkan Kota Hijau ?” C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian Program Kampung Iklim Sekip Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari dalam mendukung upaya mewujudkan Kota Hijau, dengan sasaran penelitian : 1. Identifikasi indikator perencanaan kota yang mengakomodasi konsep Kota Hijau . 2. Identifikasi pelaksanaan Program Kampung Iklim Sekip RT.004 RW.023 Kadipiro menurut konsep Kota Hijau. 3. Analisis kesesuaian Program Kampung Iklim Sekip RT.004 RW.023 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari dalam mendukung upaya mewujudkan Kota Hijau.  D. Manfaat Penelitian 1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai  bahan untuk evaluasi dan merumuskan upaya-upaya pencapaian kota hijau . 
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2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai  gambaran sebenarnya kondisi yang mempengaruhi pencapaian kota hijau melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) sehingga dapat dijadikan bahan dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan arah  kebijakan, program kerja Pemerintah Kota maupun pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. 
